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Pit. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

Menimbang

Mengingat

.

bahwa dalam rangka menindaklanjut Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.155-1317 Tahun
2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil
Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Fembangunan dan Keuangan Daerah scehinges Surat
Keputusan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penetapan
Perubahan Rencana Stategis OPD Tahun 2021-2026
perlu dilakukan penyesuaian melalui perubahan kedua;
bahwa  berdasarkan pertinbangan sebagaimana
tersebut dalam huruf (a) di atas perlu menetapkan
Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan tentang
Perubahan Rencana Strategis OCrganisasi Perangkat
Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Benghkulu
Selatan Tahun 2021-2026.

1 Undang-Undang Nomor 17 Tahua 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286];

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional
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iLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Inden=sis Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Penmbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
mdonesta Tahun 2006 Nomor 126, Tambaghan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undeng-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Fencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tabun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Inconesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Repub'ik Indonesia Nomor 4700);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Fenataan Ruang (Lembaran Negara FRepublik
Indunesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lemtbtaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara HRepublik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
Undeng-Undang Nomor 18 Tshun 2012 tentang
Parigan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran MNegara
Republik Indonesia Nomor 5360);

Undang-Undang Nomor 23 Tshun 2014 tentang
Pemerintahen Daerah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagsimana telah diubah beberapa kali, terakhir
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deng=n Undang-Undang WNomor 9 Tghun 2015
tentang Perubashan Kedua Atas Undang-Undang
Nemor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
[LemBaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

S. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Keria |Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Pepublik Indonesia Nomor 6573);

13, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Pengendalian dan Ewaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Indoniessa Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayahh Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4833, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26
Takun 2008 tentang Rencana Tata REuang Wilayah
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6042};

12, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang
Ketahanan Pangan dan Giz (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20'5 Nomor 60,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 5680);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik
Indanesia Tahun 2017 Nomoer 73, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 6041);
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15 . Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomur 2, Tambahan
Lemrbaran Negara Republik Indones:a Nomor 6178);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

156.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Neg:ira Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6323);

17. Peraturan Pemermtah Nomor 21 Tanhun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataarr Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahur, 2021 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6633);

18.Peraturan Presiden HRepublik Indeonesia Nomor 18
Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran
Negara Republik 'ndonesia Tahun 2020 Nomor 10);

19.Feraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang
Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Talun 2021 Nomeor 162);

20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
hiukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negen Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produl Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indoresia Tahun 2018 Nomor 157);

Z1.Peraturan: Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Peréncanaarn, Pengendalian Dan Evaluasi
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Pembangunan  Daerah, Tata Cara  Evaluasi
Fancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubshan Rencana Pembangunan Jangka
Paniang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);

22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan
Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daeran (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 459);

23.Peraturan Mernteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Noemor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar
Pelayanan Mimmal (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1540);

24 Peraturan Menteri Dalam Negen Republik Indonesia
Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daeral (Berta Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781),;

26, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan
Felaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun
2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
FPemerintahan Daerah (Benta Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

27 .Peraturan Badan Pangan [Nasional Republik
indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana
Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024;
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28 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-
1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021
tentang HHasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah,

26 _Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun
2012 tentang Rencana Tuta Ruang Wilayah Provinsi
Bengkulu Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah
Tahun2012 Nomor 2);

30.Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomeor 15
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjeng Daerah [(RPJFD)
Propinsi Bengkulu Tahun 2005-2025(Lembaran
Daerah Propinsi Benglkulu Tahun 2013, Nomer 15);

31.Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan
Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Bengkulu Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011
Momor 7);

32.Peraturan Dacrah Kabupaten Bengkulu Selatan
Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun
2011-203]1 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu
Selatan Tahun 2011 Nomor 8);

33.Perataran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan
Nomor O8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas

Peraturan Daeralhh Kabupaten Bengkulu Selatan
Nomor 09 Tahun 2016 tentany Pembentukan dan
Susunan Orpganisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten
Bengkulu Selatan Tahun 2022, Nomeor 08);

3¢ Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan
Nomor 03 Tahun 2023 tentang Perubahan atas
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Menetapkan
KESA1U

KEDUA

KETIGA

Feraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan
Nomor 3 Tahun 202 tentang Rencana Pembangunan
Jangke Menengah Daersh Kabupaten Bengkulu
Selatan Tahun 2021-2026;

35.Pereturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 18 Tahun
2023 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu
Selatan;

35 Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 47 Tahun
2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan
Bupati Benglkulu Selatan Nomor 20 Tahun 2022
tentang Perubahan Penetapan Rencana Strategis
Perangkat Daerah Kabupater: Bengkulu Selatan
Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN

Perubahan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah
Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2021-2026.

Perubahan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah
Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan lima
tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM] Kabupaten
Benzkulu Selatan vang merauat visi, misi, tujuan, strategi,
kebijakan, program, dan kezetan pemnbangunan yang
disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi
Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten
Bengkulu Selatan vang bersifat indikatif.

Peruibahan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah
Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2021-2026 berfungsi sebagai pedoman dalam
penyusunan Rencara Kerja Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Kerehanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan.
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KEEMPAT

KELIMA

REENAM

Sistematka Perubahan Rencana Strategis Organisasi
Perangkat Dsesrsh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten
Bengimlu Selstan Tahun 2021-2026 distsun sebagai
berikut

BAB} SENDAHULUAN
BAB I GAMBARAN PELAYANAN DINAS KETAHANAN
PANGAN

BAzi 1l PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
DINAS KETAHANAN PANGAN

BABIV  TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBLJAKAN

BABVI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN

BAB VIl KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VHI PENUTUP .

Perubahan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan

Tahun 2021-2026 adalah merupakan bagian yvang tidak

terpisahkan dari Keputusan ini

Heputusan ini muiai beriaku pada tangpal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : MANNA
PADA TANGGAL : 27 Jum 2023

hhanan Pangan
wla Selatan

. E.Hm

NIP. 19720305 199402 1 001
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KATA PENGANTAR

Bismillahar-ahmanirrahiim,
Assalamy ‘alaikum. Warrahmatullahi Wabarakaatuh,

Puji svukur kehadirat Allah SWT, atas perkenan-
Nyva Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) OPD Dinas
Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun
2021-2026 ini dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai
dengan target yang direncanakan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten
Bengkulu Selatan Nomor 18 Tahun 2023 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Keija Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Bengkulu Selatan, Dinas Ketahanan Pangan
mempurnyal tugas pokok melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan daerah.
Sebagm leading sector pelaksana kebijakan Lketahanan
pangan, Dinas Ketahanan Pangao juga memiliki fungsi
pelayanan ketahanan pangan dan menjamin terpenuhinya
pangan di daerah.

Cemikian semoga Allah SWT  senantiasa
memberikan k=kuatan, kesabaran dan keberkatan dalam
membangun Kabupaten Bengkulu Selatan yang kita cintai

Sekian dan terima kasih.
Wassalamu 'aiatkum Warrahmatullahiwabarakaatih

Manna, Juni 2023

{1as Kgtahanan Pangan
Bemghulu Selatan

WIN,|S.S0s

NIP. 19720305 199402 1 001
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1. Latar Belakang

Pembargunan pada hakekatnya bertujuan untuk mewujudkan
kesejahteraan masyvarakat vang dilaksanakan oleh seluruh pemangku
kependngan terutama oleh aparat pemerintah sebagai pengemban amanat
untuk  mewujudkan  kesejahteraan masyarakal. Selanjutnya guna
menjamin agar kegiatan pembangunan dapat berjalan dengan efektif,
clisier, dan berkesinambungan diperlukan perencanaan pembangunan
berkualitas agar mampu mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.
Pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan melalui berbagai upava
dalam rangke meningkatkan pertumbuban ekonomi, pengurangan
kemiskinan sebagai perwujudan pembangunan sosial ekonomi sebagai
Lragian pembangunan secara keseluruhan.

lmplementasi program pembangunan ketahanan  pangan
dilaksanakan dengan memperhatikan sub sistem ketahanan pangan vaitu
melalui upeya peningkatan produksi, ketersediaan dan penanganan
kerawanan panzan, pemantapan distribusi dan cadangan pangan serta
peningkatan kualitas konsumsi dan keam anan pangan. Dengan demikian
program-prograin  pembangunan  pertanian  dan  ketahanan pangan
tevsebut diarahkan untuk mendorong terciptanva kondisi sosial ekonomi
vang kondusi, menuju ketahanan pangan yang mantap dan
berkelanjutan. Menyadari sepenuhnya akan kenyataan tersebut maka
Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Seletan bersama masyarakat
bertanggung jawab mewujudkan ketahanan pangan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), nan Undang-undang Nomor
23 Tahun 2014 tentanz Pemerintahan Daerah, maka ruang lingkup
perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJP), menengah (Rencana Pembangunan Jangka
Menengah) dan tahunan (Rencana Kerja Pemerintah).
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Pemerintah Kabupsten Bengkulu Selatan saat ini telah memililki
Hencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Bengkulu Selatan Tahun 2005-2025 (Perda No. 07 Tahun 2011) yang
mesupakan acuvan Pemernintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam
merencanakan Pembangunan pada 20 tahun kedepan, vang juga menjadi
pedoman acuan dalam menvusun produk-produk kebijakan perencanaan
daerah vang lainnve, baik tu jangka menengah (lima tahunan) maupun
jangka pendek [tahunan) serta instrument-instrumen dan pakel regulasi
kebijakan perencanaan daerah lainnya.

Selanjutnya dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Bepgkulu Selatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPIMD) Kabupaten Benghkulu Selatan Tahun 2021-2026, maka
<iwajibkan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan
prayusunan Renstra (Rencana Sirategis) OPD yang memuat visi, misi,
tujuan, sirategl, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai
dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan tetap
berpedoman pada RPMJD Kabupaten Bengkulu Selatan yang ilelah
ditstapkan.

Organisasi  Perangkat Daerah {OPD] merupakan unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang dalain upaya mencapai
keberhasilannva perlu didukung dengan perencanaan vang baik sesuai
dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan vang dilakukan adalah
melalui perencanasn strategis vang merupakan serangkaian rencansa
tindakan dan kegiatan mendasar vang dibuat untuk diimplementasikan
oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yvang telah
ditetapkan sebeliimnya.

Sesuai dengan peraturan perundangan vang berlaku bahwa setiap
OPD perlu menyusun Reéncana Strategis (Renstra) OPD sebagal dokumen
perencanaan pemibangunan jangka menengah di setinp OPD untuk jangka
waktu lima tabun. Renstra OPD disusun sesuai dengan tugas dan fungsi
OPD serta berpedoman kepada RPJM Daetah dan bersifat indikatif.
Penvusunan Reustra OPD terdiri dari tahapan sebagai berikut: persiapan
penyusunan Renstra OPD, penyusunan rancangan Renstra OPD,
penyusunan rancangan akhir Renstra OPD dan penetapan Renstra OPD.
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Dinas Kerabanan Pangan sebagai lembaga teknis yvang mempunyai
tugas pokck dan fungsi dalam perumusan perencanasn pembangunan
dacrah memiiiki peran dan fungsi strategis dalam perencanaan,
pelaksanaan dan pengendalian pembangunan. Untuk mendukung
pelaksanaan tupoksi Dinas ketahanan Pangan diperlukan suatu dokumen
rencana straiegis yang memberikan arah kebijakan dan fokus program
dalam lima tahun mendatang Dokumen Renstra Dinas Ketahanan Pangan
tersebut harus terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan
jangka menengah Kabupaten yaitu RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan
2(121-2026.

Renstra merupakan komitmen Dinas Ketahanan Pangan yang
digunakan sebaga! tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan
penvelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kebijakan perencanaan
pembangunar Kabupaten Bengkulu Selatan serta sebagai pedoman dan
acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan
kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dengan
mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang
dan ancaman yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian visi
Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana terdapat pada RPJPD
Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2005-2025 |, yaitu, “TERWUJUDNYA
MASYARAKAT KABUPATEN BENGHULU SELATAN YANG SEJAHTERA,
MAJU, MANDIRI DAN DEMOKRATIS BERBASIS AGROINDUSTRI DAN
SUMBER DAYA MANUSIA YANG TANGGUH".

Proses penvusunan Rancangan Renstra Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Bengkulu Selatan terdiri dari bebernpa tahap yaitu : tahap
pertama : persiapan penyusunan Renstra meliputi pembentukan tim
penyusun, oricnitasi mengenai Rensira dan penvusunan agenda kerja tim
Renstsa serta pengumpulan data dan informasi. Tahap kedua
penyusunan rapcangan Renstra yang terdin dari 2 (dua) tahap yaitu tahap
perumusan rancangan renstra dan tahap penyajian ancangan Renstra.
Tahap ketiga : penetapan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten

Bengkulu Selatan., Gambaran mengenai tahapan penyusunarn Renstra dan
sinkronisasinva dengen dokumen RPJMD dapat dijelaskan dalam bagan

berikut ;
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Bengkulu Selatann menjadi bagian penting dari pelaksanaan sistem
perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Dengan demikian
Henstra mem:liki keterkaitan dengan dokumen lainnya baik itu dokuamen
perencanaan tngkat nasiopal maupun daerah. Gambaran mengensil
keterkeitan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya dapat
dijelaskan dalam bagan berikul:

Bagan 2
Keterkaitan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya
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1.2. Landasan Hukum

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Kahupaten
Bengkulu Selatan sebagal bagian dari perencanaan pembangunan daerah
merupakan satu kesatuan dengan pembangunan nasional. Hal ini
sebagaimana ditegaskan dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah No 8 tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penvusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Renstra Dinas Ketahanan
Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan 2021-2026 ini didasarkan pada
dokumen-dokumen vang berkaitan dengan perencanaan, baik di tingkat
nasional maupun propinsi, diantarmnya adalah :

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Sistemn Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintahh Pusat dan Pemerintalh Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
RBepublik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700},

Undang-Undang Nomor 26 Tabhun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725),

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor B2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara




Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6398);

7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

8, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587,
sehagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9, Undang-Undang Nomeor 11 Tahun 2020 ;enmng Cipta Kerja (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan  Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilavah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26
Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilavah Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomeor 6042},

12 . Peraturan Pemerintally Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan
dan QGizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penvelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 604 1);




14.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Nepara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

16.FPeraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penvelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6323);

17.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penvelenggaraan
Penataan Ruang [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

18.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

19.Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);

20, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tabun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Dacrah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Dacrah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daecrah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesin Nomor 7 Tahun 2018
tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
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dalam Penyusunan Eencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 45%9);

23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun
2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomeor 70 Tahun
2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 11 14);

25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintali Nomor 13
Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 283);

27.Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
2022 tentang Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2022-
2024,

28 _Keputusan Menterl Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Keputusan Menterd Dalam Negeri Nomor 050-
2889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemuktahiran Kiasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

20.Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2012 tenlang
Rencana Tata Ruang Wilavah Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2032
(Lembaran Daerah Tahun2012 Nomor 2);

30.Peratwran Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 15 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah [RPJPD) Propinsi Bengkulu Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Bengkulu Tahun 2013, Nomor 15);

31.Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 7 Tahun 2011
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah [(RPJPD)
Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Dacrah
Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 7);
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32 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Neomor 8 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bengkulu
Selatan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu
Selatan Tahun 2011 Nomaor 8);

33.Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 08 Tahun 2022
tentang Perubghan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan
Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi
Persmgkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan ([Lembaran Daerah
Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022, Nomor 08);

34, Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 03 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan
Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026;

35. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 18 Tahun 2023 Tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten
Bengkulu Selatan;

36.Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 47 Tahun 2023 tentang
Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 20
Tahun 2022 tentang Perubahan Penelapan Rencana Strategis Perangkat
Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026;

1.3. Maksud dan Tujuan
1.3.1 Maksud Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Ketahanan

Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu
Selatan Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud untuk
menggambarkan kondisi pembangunan yang ingin dicapai di lingkungan
Dinas Ketahanan Pangan dan kKondisi vang diinginkan lima tahun ke
depan dalam rangka mendorong pencapaian Visi dan Misi Pemerintahan
Daetrah Kabupaten Bengkuly Selatan vang tertuang dalaem RPJMD
Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026.

Secara lebih spesifik, maksud disusun Perubahan Rencana
Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan, antara

lain;




I. Sebagai acuan bagi seluruh jajaran staf Dinas Ketahanan Pangan
dalam menentukan prioritas program dan kegiatan;

2, Sebagai tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi
kinerja tahunan;

3. Memberikan pambaran tentang kondisi umum organisasi dalam
kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi organisasi sckaligus
memberikan gambaran kondisi vang ingin dicapai dalam rangka

mewujudkan visi dan misi organisasi.

1.3.2 Tujuan Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Ketahanan
Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan

Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Strategis Dinas Ketabhanan
Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2021-2026 adalah
merumuskan dan menetapkan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan,
program dan kegiatan pembangunan untuk jangka walktu lima tahun ke
depan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan
dalam rangka membangun daerah dan sinkronisasi serta sinergitas
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan schagai
upaya mewujudkan perencanaan pembangunan daerah vang efisien,
efektif dan profesional guna mendukung pencapaian tujuan
pembangunan daerah sebageimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten
Bengkulu Selatan tahun 20:21-2026.

Secara lebih spesifik, tujuan disusun Perubahan Rencana
Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan, antara
lain:

l.  Menciptakan keterpaduan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas
Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai wujud
pertanggungjiawaban dalam mencapai visi dan misi Pemerintah
Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;

2. Untuk memudahkan selurub jajaran aparatur Dinas Ketahanan
Pangan dalam mencapai tujusn dengan cara menyusun program
dan kegiatan secara térpadu, terarah, dan terukur;

3. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Ketahanan
Pangan dalam memahami dan menilai arah kebijakan dan program
serta kegiatan operasional tabunan dalam rentang waktu 5 tahun;
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4.  Memberikan pedoman alat pengendali kinerja dalam pelaksanaan
program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan pada tahun 2021-

2026

5. Sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kera Organisasi

Perangkat Daerah

(RENJA-OPD) sehingpea perencanaan  lebih

terarah dan terukur, tepat waktu dan tepat sasaran.

1.4, Bistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategis Dinas Ketahanan
Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2021-2026 mengacu pada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembanpgunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) sebagai berikut:

BABI PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2, Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB I GAMBARAN PELAYANAN DINAS KETAHANAN
PANGAN
2.1, Tugas, Fungsi, dan Suukwur Organisasi Dinas
Ketahanan Pangan
2.2,  Sumber Daya Dinas Ketahanan Pangan
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan
24, Tantangan dan Peluang Pengembangan

Pelayvanan Dinas Ketahanan Pangan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS
KETAHANAN PANGAN




BAEB IV

BABV

BAB VI

BAB VII
BAB VIl

; 1

3.2

3.3.

3.4.

3.5.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas
dan Fungsi Pelayanan Dinas Ketahanan
Pangan

Telahaan Visi, Misi dan Program Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilavah dan
Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penentuan Isu-1su Strategis

TUJUAN DAN SASARAN

4.1.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas
Ketahanan Pangan

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
PENUTUP



BAB II

CAMEBARAN PELAYANAN
PERANCGKAT DAFRAK

2.1. Tugas, Fungsi dan Strulttur Organisasi Perangkat Daerah
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan

Nomor 18 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Ketahanan Pangan Kabupaten Bensgkulu Selatan (Lembaran Daerah
Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2023 Nomor 18) bahwa Dinas
Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan perangkat
dacrah yang melaksanakan fungsi urusan pemerintahan bidang ketahanan
pangan yang menjadi kewenangan daerah,

Lebih lanjut sebagaimana termakiub dalam salah satu program
prioritas kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih Kabupaten
Bengkulu Selatan vaitu melakukan revitalisasi fungsi  lembaga
perencanaan daerah termasuk di setiap Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) dan lembaga Pengelola Keuangan Daerah, maka memberikan
peluang kepada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan
untuk menjadi leading sector pembangunan daerah di bidang ketahanan
pangan, Dengan demikian, Dinas Ketahanan Pangan memiliki porsi dan
kewenangan yang cukup besar untuk menjadi motor penggerak terjalinnya
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi diantara para pemangku
kepentingan pelaksanaan pembangunan pangan daerah.

Pelavanan di bidang pembangunan Kketshanan pangan daerah
dinmjukkan melalui penyediaan perencanaan baik secara kuantitatif
maupun kualitatif. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor
18 Tahur 2023, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan
memiliki tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi pemerintahan
dibidang ketahanan pangan yvang menjadi kewenangan daerah dan tugas
pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Dinas dalam melaksanakan tugas tersebut, menyelenggarakan
fungsi:
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Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Penyusunan Rencana
Strategis (RENSTRA) Dinas sesuai dengan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPIJMD);

Perumusan kebijakan, Penyelenggaraan, Pemantauan dan Evaluasi,

Pembinaan dan Pengembangan Sumber Dava Manusia (SDM) serta
Pengawasan Pelayanan bidang Ketahanan Pangan serta Pengelolaan
Sistem Informasi,

Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Teknis dibidang Ketahanan
Pangan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit,
Pelavanan Ketahanan Pangan, Kefarmasian, Alat Ketahanan Pangan
dan PKRT, serta Sumber Dava Ketahanan Pangan;

Pelaksanaan administrasi dinas;

Peluksanarn Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Kebijakan,
Program dan Kegiatan Bidang Ketahanan Pangan;

Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP);

Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional dan Unit Pelaksana Teknis
dibawah Koordinasi Dinas; dan

Pelaksanaan tugas kedinasan lain vang diberikan atasan.

Struktur Organisasi Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan

Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 18 Tahun 2023

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Bengkulu Selatan terdiri dari :

Unsur Pimpinan vaitu : Kepala Dinns
» Tugas Pokok
Membantu Bupati melaksanakan fungsi Pemerintahan di
bidang Ketahanan Pangan vang menjadi kewenangan Daerah
dan Tugas Pembantuan vang ditugaskan kepada daerah.
» Fungsi
1} Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan
rencana  strategis (Renstra)] Dinas sesuai dengan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
[RPIJMDY);



2) Perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan
dan evaluasi, pembinaan den pengembangan Sumber
Daya Manusia [SDM) serta pengawasan pelayanan
bidang Ketahanan Pangan serta pengelolaan svstem
informasi;

3) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang
Ketahanan Pangan masvarakat, pencegahan dan
pengendalian penvakit, pelayanan Ketahanan Pangan,
kefarmasian, alat Ketahanan Pangann dan PKRT serta
sumber dayva Ketahanan Pangan;

4] Pelaksanean administrasi dinas;

5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penvelenggaraan
kebijakan, progmam dan kegiatan bidang Ketahanan
Pangan; ’

6] Pembinaan pengawasan dan pengendalian Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);

7) Pembinaan kelompok jabatan fungsional dan pelaksana
teknis dibawah koordinasi dinas; dan

8) Pelaksanaan tugas kedinasan lain wvang diberikan
atasarn.

2.  Unsur Sekretariat vaitu : Sekretaris
= Tugas Pokok
Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan umum dan
kepegawaian., perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta
pengelolaan keuangan dan barang milik daerah di lingkungan
dinas.
» Fungsi
1) Koordinasi penyusunan kebijakan, rencana program dan
kegiatan, serta anggaran Dinas Ketahanan Pangan;
2] Pengelolaan data dan informasi di bidang Ketahanan
Pangan;
3) Koordinasi dan pelaksanaan kerjasama  dibidang
Ketahanan Pangan;



4)

8]
9)

Pembingan dan pemberian layanan administrasi
pemerintahan yang melipuati ketatausahaan,
kerumahtanggaan, kearsipan, dan dokumentasi dinas;
Pembinaan dan pengelolaan kepegawaian di lingkungan
dinas:

Pelaksanaan wurusan organisasi dan tatalaksana di
lingkungan dinas;

Koordinasi pengelolaan  administrasi  keuangan di
lingkungan dinas;

Pengelolaan barang milik daerah di lingkungan dinas;
Koordinasi dan penyusunan bahan publikasi serta
hubungan masvarakat di bidang Ketahanan Pangan;

10jPenyusunan bahan rancangan peraturan perundang-

undangan dan fasilitasi bantuan hukum di bidang

ketabanan pangan;

11)Penyusunan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang

Ketahanan Pangan; dan

12)Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan

Alasan.

Sekretaris membawahi 2{dua) sub bagian, sebagai berikut:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2. Kelompok Jabatan Fungsional

3. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

-

1)

2

Tugas Pokok

Membantu Kepala Dinas dalam menvelenggarakan sebagian
fungsi Dinas di bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan.
Fungsi

Penviapan pelaksanaan koordinasi dibidang
ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan
sumber dava pendukung ketahanan pangan lainnya
serta penanganan Kerawanan pangan;

Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan

daerah di Dbidang ketersediaan pangan, penvediaan



3)

4]

5)

6)

7

Bidang

infrastruktur pangan dan sumber dayva pendukung
ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan
pangan;

Penyiapan pelaksanaan kebijakan dibidang ketersediaan
pangan, penvediaan infrastruktur pangan dan sumber
dava pendukung ketahanan pangan lainnyva serta
penanganan kerawanan pangan;

Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di
bidang ketersediman pangan, penyediaan infrastruktur
pangan dan sumber dayva pendukung ketahanan pangan
lainnyva serta penanganan kerawanan pangan;

Penviapan pemantapan program dibidang ketersediaan
pangan, penvedigan infrastrukiur pangan dan sumber
dava pendukung ketahanan pangan lainnya serta
penanganan kerawanan pangan

Pelnksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
kegiatan di bidang ketlersediaan pangan, penyediaan
infrastruktur pangan dan sumber dava pendukung
ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan
pangan; dan

Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
atasan.

Ketersediaan dan Kerawanan Pangan membawahi

kelompok Jabatarn Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional
dibawah Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan meliputi :

1. Kelompok Substansi Ketersediaan Pangan;

2. Kelompok Substansi Sumber Dava Pangan; dan

3. Kelompok Substansi Kerawanan Pangan.

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
» Tugas Pokok
Membantu Kepala Dinas dalam menvelenggarakan sebagian

fungsi Dinas dibidang Konsumsi dan Keamanan Pangan.




» PFungsi

1} Penyiapan pelaksanasn koordinasi di bidang konsumsi
dan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan;

2) Penviapan penyusunan bahan rumusan kebijakan
daerah di bidang konsumsi dan keamanan pangan.
pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan
informasi keamanan pangan;

3] Penviapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi
pangan, pengawasan keamanan pangan, kerjasama dan
informasi keamanan pangan;

4} Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di
bidang konsumsi pangan, pengawasan keamanan
pangan, kerjasama dan informasi keamanan pangan,

5) Penyiapan pemantapan program di bidang konsumsi dan
keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan,
kerjasama dan informasi keamanan pangan;

6) Pelaksannan pemantauan, evaludasi dan  pelaporan
kegiatan di bidang konsumsi dan keamanan pangan,
pengawasan keamanan pangan, kerjasama dan
informasi keamanan pangan; dan

7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain vang diberikan oleh
atasan.

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan membawahi kelompok
jabatan fungsional vang terdiri dari 3 (tiga) kelompok substansi yaitu :
1. Kelompok Substansi Konsumsi Pangan;

2. Kelompok Substansi Penganekaragaman Kaonsumsi Pangan;

3. Kelompok Substansi Keamanan Pangan.

5. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan
» Tugas Pokok
Membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan sebagian
fungsi dinas di bidang Distribusi dan Cadangan Pangan,
r Fungsi
1) Penyiapan pelaksanaan koordinasi dibidang distribusi
pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
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2) Penyiapan penvisunan bahan romusan kebijakan
daerah di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan
cadangan pangan;

3) Penviapan pelaksanaan kebijakan dibidang distribusi
pangan, harga pangan, dan cadangan pangan,

4) Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di
bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan
pangan;

3) Penviapan pemantapan program  dibidang distribusi
pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;

6) Pelaksanaan pemantavan, cvaluasi, dan pelaporan
kegiatan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan
cadangan pangan; dan

7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yvang diberikan oleh
atasan.

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan membawahi Kelompok
Jabatan Fungsional vang melipuli :

1. Kelompok Substansi Distribusi Pangan;

2. Kelompok Substansi Harga Pangan;

3. Kelompok Substansi Cadangan Pangan.

6. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan dibawah dan
bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Dinas, Sekretaris,
Kepala Bidang atau Kepala Subbagian vang memiliki keterkaitan
dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan
Fungsional terdiri dari sejumlah Pejabat  Fungsional jenjang
keterampilan dan/atau jenjang keahlian.




Bagan 3
Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Bengkulu Selatan

Kepals Dinas

Sekretaris
Kelompok Jabatan
Fungsional
Sub Bagian Kelompok Substimsi
Umum dan Perencanaan dan
Kepegawaian Keuangan
l . f
Bidang Bidang Bidang
Ketersediaan Konsums: dan Distribusi dan
dan Kerawan:n Keamanan Cadangan
Pangan Pangan Pangan

L l I

Kelompok Substans
Ketersediaan Pangun

Kelompok Substans:
Konsumsi Pangan

Kelompok Substansi
Bistribusi Pangan

Kelompok Substansi
Sumberdaye Pangan

Relompok Substans
Kerawnnan Pangan

Kelompok Substans
Penganekamaaman
Konsums Pangan

Kelompok Substansi
Hargs Pangan

Kelompok Substans:

Kelompok Substans
Cadangan Pangan

Keamanan Pangan

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumberdava (Resources] Dinas Ketanhanan Pangan Kabupaten
Bengkulu Selatan dalam rangka menjalankan mendukung kinerja dalam
rangka mewujudkan tugas pokok dan fungsinva sebagai leading sector
pembangunan ketahanan pangan daerah terdir dari sumberdaya manusia
(Human Resources)/Personil/, dan sumberdaya sarana dan prasarana (Nen
Human Resources} berupa barang (Asset/Capital) baik itu aset bergerak
maupun tidak bergerak.




2.2.1 Sumberdaya PNS Dinas Ketahanan Pangan
Jumlah Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu
Selatan sampai dengan 31 Desember 2022, tercatat sebanyak 21
orang. Keadaan pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, golongan,
jenis kelamin, dan pegawai yang telah mengikuti pelatihan
penjenjangan. Adapun rincian komposisi pegawai Dinas Ketahanan
Pangan dimaksud sebagai berikut :
a, Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan
Gambaran mengenai Pegawal Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Hengkulu Selatan Berdasarkan tingkat pendidikan
secbagaimana tabel 1 adalah sebagai berikut :
Tabel 1
Komposisi Pegawal Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan
berdasarkan Tingkat Pendidikan
Pendidikan (Orang) Total
SD | SLTP | SLTA | D3 S41 S.2 S-3 | (Oran
Sekretarial . . 1 . T -
Ketersedian dan =i i -1 - 1 5 = f = :
Kerawanan Pangan
Konsumsi dan - - - - 1 3 - 4
Keamanan Fangan
Distribusi dan Harga
Pangan
Jumiah (Orang)
Prosentase (%)

No Bidang

17 . 21
80,95 | 1429 . 10

4,76

Berdasarkan Tabel 1 di atas, diperoleh gambaran bahwa tingkat
pendidikan terendah Pegawai Dinas Ketahanan Pangan adalah
SLLTA sebanyak | orang atau 4,76% darl jumlah total pegawai
Dinas Ketahanan Pangan sebanvak 21 orang dan tingkat
pendidikan tertinggi adalah Pasca Sarjana (S2) sebanyak 3
orang atau 14,29% dari jumlah total pegawai Dinas Ketahanan
Pangan, secbagian besar pegawai Dinas Ketahanan Pangan
berpendidikan {S1) vaitu sebanyak 17 orang atau mencapai
80,95% dari jumlah total pegawai.
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Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

Komposisi pegawal di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten
Bengkulu Selatan berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat pada
Tabel 2 berikut ;

Tabel 2
Komposisi Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulun Selatan
berdasarkan jenis kelamin
Bidang

Sekratariat 5

Ketersadiaan dan Kerawanan Pangan y

Konsumsi dan Keamanan Pangan 0

Distribusi dan Harga Pangan 1
Jumiah (Orang) B
Prosentase {%i__ 381

Berdasarkan Tabel! 2, diperoleh gambaran bahwa jumlah

pegawai Dinas Ketahanan Pangan vang berjenis kelamin laki-
laki sebanvak 8 orang (38,1%) dan pegawai yang berjenis

kelamin perempuan vaitu sebanvak 13 orang atau (61,9%).

Jumlah pegawai berdasarkan golongan

Berdasarkan golongan, komposisi pegawai di Dinas Ketahanan
Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan terbanvak adalah pegawai
golongan (lI1) vaitu sebanvak 17 orang atau B0,95% dari jumlah
total pegawai Dinas Ketahanan Pangan, sedangkan golongan
tertinggi golongan (IV) sebanyak 4 Orang atau 19,05% dan
jumlah total pegawai Dinas Ketahanan Pangan.

Secara lengkap komposisi pegawai Dinas Ketahanan Pangan
berdasarkan polongan dapat dilihat pada Tabel 3 berikut :



Tabel 3

Komposisi Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan

Berdasarkan Golongan

Ketersediaan dan Kerawanan
Pangan
Konsumsi dan Keamanan 4
Pangan
Distribusi dan Harga Pangan - - - 4
Jumiah (Orang) - . 17 4 21
Prosentase (%) 80,95 19,05 100
d. Jumlah pegawai vwyang telah mengikuti pelatihan

penjenjangan i
Komposisi pegawai di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten
Bengkulu Selatan yvang telah mengikuti pelatihan penjenjangan
dapat dilihat pada Tabel 4 berikut :

Tabel 4

Komposisi Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan

yang telah mengikuti pelatihan penjenjangan

Total

1
2
3

Sekretariat

Pangan

Ketersediaan dan Kerawanan

L RIS

Kansumsi dan Keamanan

4 | Distribusi dan Harga Pangan

- fam o e o DEw ONe e D e B e O b T O S O e .

Jumlah (Qrang)

Berdasarkan Tabel 4 di atas diperoleh informasi mengenai
pegawal Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan
vang telah mengikuti pelatihan penjenjangan sebanvak 8 orang,
dengan rincian 1 orang telah mengikuti Diklat PIM-II, 3 orang
telah mengikuti Diklat PIM-II1, 4 orang telah mengikuti Diklat
PIM-1V.



2.2.2 Sumber Daya Aset/Sarana & Prasarana
Jenis Bumberdaya Aset/Sarana dan Prasarana vang berpengaruh

langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan
peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi
Aset/sarana dan prasarana vang tersedia cukup memadai namun
masih periu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja, Secara
lengkap, jenis dan jumlah Aset/Sarana dan Prasarana yang
dimiliki oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu
Selatan dapat dilihat pada tabel-tabel berikut :

Tabel 5
Aset Tanah
Nama . Luas
Alamat [Lokasi
Ho | Barang / (M2) Nilai (Rp)
Tabel 6
Aset Peralatan dan Mesin

Nl Wems Bareng

1 | Alat-alat Angkutan - :_,_35,5 14.900
Alat angkutan barang 2 262.236.000

Alat ﬂngku!:ﬁn sepeda mator 17 273.278.000
2 | Alat Kantor dan Rumah Tangga | | 256.786.000

Mslsi,n Ketik Manual Portable 1 2.000.000
Filling Besi/Metal 5 10.000.000

Alat rumah tangega lain-lain 1 3.750.000
Mesin Hitung Elcktronik -_ 2.000.000

Laptop/Note Book 178.186.000
i 30.800.000

ﬂ
5.050.000

Dispenser 1 500.000

Televisi 1 4.300.000

AC Unit 1 4.200.000

I Mesin Absensi 1 2.500.000
Mesin Potong Rumput 1 5.000.000

Global Positioning System 1 E.EGU.UDE}




| 3 | Alat Studio dan komunikasi _| 41.090.000

Sound System 1 8.000.000
Camera + Attachment 21.390.000
| | Proyektor = Attachment 7.500.000
| | Faximile 4.200.000
Meubeleur 95.210.000

Meja Biro 49.450.000

|| Lemari Kayu
-

Kursi Lipat ? UDI'J 000

| | Kursi Plastik
Kursi Pejabat Lainnya

1 18 | 8.280.000
2.000.000

Tabel 7 .
Aset Gedung/Bangunan
Nama . Luas
No | Barang Alamat/lokasl (M2) Nilai (Rp) |

Tabel 8
Aset Jalan

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu
Selatan sampai dengan tahun 2022 diperoleh dari dokumen Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dari tahun 2022,
Pembangunan ketahanan pangan pada tahun 2022 menunjukkan hasil
vang menggembirakan hal ini dibuktikan dengan hampir tercapainya
semua target indikator kinerja kegiatan dan sasaran. Namun demikian,
pada beberapa aspek perlu pembenahan lebih lanjut agar pembangunan
ketahanan pangan dapat dicapai secara maksimal. Pencapaian kinerja




pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kab. Bengkulu Selatan dapat dilibat
dari Tabel. T-C.23.

Dalam rangka mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan melalui
rencana strategis yvang telah ditetapkan dengan tingkat capaiannya dapat
digambarkan sebagai berikut:

1. Terlaksananya penanganan desa rentan rawan pangan melahai
kegiatan pembagian bibit nangka mini sebanvak 450 batang. Kegiatan
ini dilaksanakan pada bulan September 2022 di 7 Desa antara lain:
Ds. Kayu Ajaran Kec. Ulu Manna, Ds. Talang Tinggi Kee. Ulu Manna,
Ds: Ganjuh Kec. Pino, Ds. Sebilo Kec. Pino, Ds. Talang Padang Kec.
Pino Rava, Ds. Suka Bandung Kec. Pino Rava, dan Ds. Serang Bulan
Keo. Pino Rava.

2. Berdasarkan Hasil Analisis Neraca Bahan Makanan Bengkulu Selatan
tahun 2022 (data 2021) total energy perkapita perhari sebesar 3.370
kkal/kap/hari, ketersediaan protein sebesar 92,70 gram/kap/hari,
dengan tingkat ketersediaan energy tahun 2022 adalah 140,94 1% dan
tingkat ketersediaan protein sebesar 147,14%. Sehingea didapatkan
Skor PPH Ketersediaan sebesar 8961 dengan Angka Kecukupan
Energi sebesar 2,400 kkal/kap/hari dan Angka Kecukupan Protein
sebesar 63 gram/ kap/ hari.

3. Data kebutuhan pangan lokal di tiap kecamatan pada tahun 2022
antara lain : di Kecamatan Manna jumlah kebutuhan pangan terbesar
adalah ubi kayu sebesar 193 gr/kap/thn, di Kecamatan Kota Manna
dan Pasar Manna jumlah kebutuhan pangan terbesar adalah ubi kavu
sebesar 50 gr/kap/thn, di Kecamatan Kedurang jumlah kebutuhan
pangan terbesar adalah pakis dan rebung vaitu sebesar 165
gr/kap/thn, di Kecamatan Bunga Mas jumlah kebutuhan pangan
terbesar adalah ubi kayu vaitu sebesar 724 gr/kap/thn, di Kecamatan
Kedurang Ilir jumlah kebutuhan pangan terbesar adalah ubi kayu dan
ubi jalar yaitu sebesar 54 gr/kap/thn, di Kecamatan Seginim jumlah
kebutuhan pangan terbesar adalah pisang sebesar 577 gr/kap/thn, di
Kecamatan Air Nipis jumlah kebutunhan pangan terbesar yaitu pisang
sebesar 356 gr/kap/hr, di Kecamatan Pino jumlah kebutuhan pangan
terbesar adalah pisang, pakis, dan tebu telur sebesar 466 gr/kap/thn,
di Kecamatan Pino Rava jumlah kebutuhan pangan terbesar adalah
ubi kavu vaitu sebesar 22,493 gr/kap/thn, di Kecamatan Ulu Manna
jumlah kebutuhan pangan terbesar adalah durian yaitu sebesar




103.613 gr/kap/thn.

. Dinas Ketahanan Pangan melalui kegiatan pemberdavaan masvarakat

untuk pemanfaatan pekarangan melalui pembagian  bibit untuk
kegiatan P2L pada Bulan September s/d November Tahun 2022, Bibit
tersebut disalurkan di 6 desa yaitu Ds. Tungkal 1 Kec. Pino Rava, Ds.
Bandung Avu Kec. Pino Rava, Ds. Padang Manis Kec. Manis, Ds.
Tanjung Aur 1 Kec. Pino, Ds. Padang Jawi Kec. Bunga Mas, Ds. Batu
Lambang Kec. Pasar Manna. Selain itu, Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Bengkulu Selatan pada Tahun 2022 mendapatkan
Kegiatan P2L tahap pengembangan melalui dana DAK Non Fisik di 2
kelompok, yaitu KWT Talang Lagan Ds. Gindo Suli Kec. Bunga Mas
dan KWT Mekar Raflesia Ds. Batu Ampar Kec. Kedurang. Dana yang
diberikan sebesar  30.000.000,-/kelompok dengan  rincian  Rp.
15.006.000,- ditransfer langsung ke rekening kelompok meliputi
kegiatan pengadaan sarana pembibitan, pendampingan/pelatihan
demplot, kegiatan pertanaman, dan kegiatan pasca panen dan sebesar
Rp. 15.000.000,- untuk belanja operasional P2L.

. Berdasarkan data analisa konsumsi pangan Tahun 2022, 1total

konsumsi energy aktual scbesar 2.114 kkal/kap/hr, dengan Angka
Kecukupan Energl sebesar 2.100 kkal/kap/hari dan didapatkan Skor
FPH konsumsi sebesar 82.5.

. Pengawasan keamanan pangan segar dilakukan dengan menggunakan

rapit test kit untuk mengetahui kandungan pestisida dan formalin
pada sample vang dinji. Pengawasan tersebut dilakukan sebanvak 4
kali vaity pada bulan April di Pasar Kutau Kec. Kota Manna, pada
bulan Mei di Pasar Ampera Kec. Pasar Manna, pada bulan Juli di
Pasar Kutau Kec. Kota Mannga, serta di bulan Desember di Pasar
Ampera Kec. Pasar Manna. Pelaksanaan pengawasan keamanan
pangan segar dilaksanakan terhadap produk Pangan Segar Asal
Tumbuhan [PSAT) dan organic, baik di tingkat budidava, penerapan
maupun vang beredar di pasar. Pada pengawasan 1, jenis sample vang
digunakan seperti tahu putih, cabe merah, tomat apel, kol krop,
timun, bunecis, apel merah, kurma, anggur merah, dan semangka.
Hasil pengujian pada pengawasan ke-1, didapatkan hasil bahwa cabe
merah dan timun asal seginim kurang aman karena positil
mengandung pestisida serta kurma asal lampung positif mengandung
formalin. Pada pengawasan ke-2, jenis sample vang digunakan seperti



rawit putih, cabe merah, rawit hijau, daun bawang, seledri, sawi putih,
kacang panjang, mei basah, tahu putih, buah pir, dan apel hijau.
Hasil pengujian pada pengawasan ke-2, didapatkan hasil bahwa cabe
merah asal pagar alam kurang aman di konsumsi karena positif
mengandung pestisida. Pada pengawasan ke-3, jenis sample vang
digunakan seperti jeruk brastagi, apel hijau, buncis, tomat apel, cabe
merah, teri putih, dan tahu putih. Hasil pengujian pada péengawasan
ke-3, didapatkan hasil bahwa tomat apel asal rejang lebong kurang
aman dikonsumsi karena positilf mengandung pestisida. Pada
pengawasan ke-4, jenis sample yang digunakan seperti cabe merah,
tomat apel, daun bawang, buncis, buah pir, lengkeng, apel malang,
apel fufi, jeruk jember, temped an tahu putih. Hasil pengujian pada
pengawasdan ke-d4, didapatkan hasil bahwa semua sample aman
dikonsumsi.

. Pada tahun 2021 telah dilakukan pengadaan Cadarigan Pangan
Pemerintah Daerall vaitu beras sebanyak 3,000 kg melalui alokasi
dana APBD Kabupaten Bengkulu Selatan. Stock awal cadangan
pangan pemerintah daerah diawal tahun 2022 vaitu 15.252.46 kg,
Selama tahiun 20232, Dinas Ketahanan Pangan menyalurkan cadangan
pangan pemerintah (beras)] sebanyak 11.538 kg dan terjadi
penvusutan sebesar 78,74 kg, sehingga stock akhir cadangan pangan
pemerintah daerah (beras) tahun 2022 vaitu sebanyak 6.635,72 kg

. Untuk kegiatan pengembangan kelembagaan Usaha Pangan
Masvarakat dan Toko Tani Indonesia, dilakukan sosialisasi penguatan
Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) melalui Toko Tani
Indonesia (TTI) di 4 gapoktan vaitu Gapokian Empat Serangkai Ds.
Melao Keo. Manna, Gapoktan Tiga Serangkai Ds. Pajar Bulan Kec.
Kedurang, Gapoktan Sejahtera Ds, Beringin Datar Kec, Pino dan
Gapokian Bukit Barisan Ds. Sukarami Kec. Air Nipis.

Selanjutnva dilakukan pembinaan dan pendampingan LDPM dan TT1
di Kabupaten Bengkulu Selatan. Pada Bulan Februari tahun 2022
Dinas Ketahanan Pangan melalui Bidang Distribusi dan Cadangan
Pangan membuat MOu dengan Yayasan Cinta Sedekah yvang hiasa
kami sebut “ERAGRO (Ecer RAsa GROsir) * . Kegiatan ini dilaksanakan
setiap bulan selam 5 hari kerja bertempat di Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Bengkulu Selatan. Selain itu, saat perubahan anggaran
Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan mendapatkan




penambahan anggaran untuk kegiatan pengendalian inflasi sebesar
Rp. 1.470.000.000,-. Kegiatan ini direncanakan dilaksanakan 2 kali
dalam 1 bulan di 11 kecamatan (66 kali). Akan tetapi, kegiatan ini
Cuma berlangsung selama 11 kali. Hal ini dikarenakan, harga bahan
pangan yang mengalami inflasi sudah stabil. Bahan pangan tersebut
antara lain cabe merah, bawang merah, dan telur.

9, Pemantauan hargas pangan dilakukan di 11 kecamatan selama 12
bulan yaitu sebanyak 528 kali/tahun. Pemantauan harga vang diamati
yaitu harga produsen dan harga pedagang (pedagang grosir dan
pedagang eceran). Pemantauan dilakukan 2 kali seminggu. Komoditi
vang dipantau antara lain: Beras premium, Beras medium (kg), Beras
termurah (kg), Jagung pipilan (kg), Kedelai (kg), Bawang merah (kg),
‘Bawang putih (kg), Cabe merah keriting (kg), Cabe rawit [k,g_], Gula
pasir local (kg), Daging avam ras (kg). Daging sapi (kg), Daging ayvam
kampong (kg), Telur ayam ras (kg), Singkong (kg), Ubi jalar (kg).
Kentang (kg). Kacang tanah (kg), Kacang hijau (kg), Minvak goring
curah (kg), Tepung terigu (kg). Setelah dilakukan pemantauan, analisa
harga pangan dilakukan setelah data masuk. Analisa dilakukan untuk
mengetahui keadaan harga terutama hari-hari besar vaitu Hari Raya
Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, Natal dan Taehun Baru.

10.Pada tahun 2022, Dinas Ketahanan Pangan mendapatkan bantuan
Dana DAK untuk Pembangunan Lumbung Pangan Masyvarakat dan
Sarand Pendukungnva sebanvak 3 Paket dengan dana sebesar Rp.
3.000.000.000,-. Kegiatan Pembangunan Lumbung Pangan
Masvarakat beserta sarana pendukungnya tersebut terdiri dari
beberapa  komponen vaitu  Pembangunan lumbung  pangan
masvarakat, Pembangunan lantai jemur, Pembangunan rumah RMU
dan rumdah Bed Drver, Pengadasn RMU, dan Pengadaan Bed Dryver.
Kegiatan ini berlokasi di Gapoktan Empat Serangkai Ds. Melao Kec.
Manna, Gapoktan Tiga Seranglkai Ds. Pajar Bulan Kee. Kedurang, dan
Gapoktan Simpati Ds. Maras Kee. Air Nipis. Untuk pendukung DAK
melalui dana APBD, Dinas Ketahanan Pangan menyediakan gabah
untuk pengisian Lumbung Pangan Masyarakat sebanyvak 3.000
kg/gapoktan.




Dar hasil analisis kinerja Dinas Ketahanan pangan Tahun 2022,
Kinerja dan Akuntabilitas Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2022 Baik
dengan realisasi capaian kinerja terhadap Renstra SKPD sebesar 92.5%
dan Realisasi Anggaran sebesar 88,98%. Namun demikian, pada heberapa
aspek periu dilakukan pembenahan lebih lanjut agar pembangunan
ketahanan pangan dapat dicapai secara maksimal. Anggaran dan realisasi
pendanaan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dapat dilihat dari Tabel T-
C. 24 terlampir.

Namun peningkatan kualitas proses perencanaan tersebut, belum
diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Beberapa kendala
dan permasalahan yang dihadapi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten
Bengkulu Selatan dalam peningkatan kualitas produk perencanaan
pembangunan adalah sebagai berikur:

1. Dinamisasi regulasi dan pedoman vang mengatur mekanisme
p‘lif['.'ﬂl'_‘&ﬂﬂﬂll; ’

Kurangnya kualitas dan kapasitas SDM Dinas Ketahanan Pangan;
Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data
dan informasi;

Li b

4 Belum dilaksanakan sepenuhnva prosedur standar operasional
perencanasn untuk menganalisa kelavakan kegiatan;

5. Lemahnva kapasitas kelembagaan perencanaan di tngkat
desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten yang menyebabkan
kurang efektilyva proses perencanaan sehingga berdampak pada
kualitas produk rencana pembangunan tahunan;

6. Kurangnva Kkepercayaan masyvarakat dan pemangku kepentingan
lainnva terhadap mekanisme perencanaan sebagai akibat tidak adanya
kepastian realisasi rencana:

7. Lebarnva kesenjangan antara kemampuan anggaran pemerintah
daerah dengan banvaknya rencana kegiatan;

8. Adanva kepentingan-kepentingan vang bersifat politis vang harus
diakomodir dalam perencanasn maupun pengangearan;

9. Kurang lengkapnva data dasar OFD sebagai acuan perencangan
pembangunan.




s | v s e e e s e e e
L |
(e THTTERT] =
(i (41111 ou'ps | BRGA G'TR VER g0 Vig | e | g8 'TH TH 518 Helel H0HS .
LTy
U pagIojay BAIE
o1 Qal DEHG | £0'G6 19 68 Ul | LFR | ER'eL LR iy O oe g Hdd 1045 :
oy
[T
og'eL | oo'eL diicts o
3 . LT oYy wAam
11'c6 LT'Eh GE'6h | CTHGG £l 0erL | ek | bE'EL | Q0'GL | pUeL | g ol o'EL syopu|
(61) ig1) | fen) | (sl ler) | [e1) (£1) l1h (i) | fot) | el () (L] 9 | Isi (] (gl (z [
€TOC | TTOT | 12OT | OTOT | 610C | BTOT | TRTOT | 1TOT | OTOT | 610 | €ZOT | BTOT | TTOT | OTOT | 610T | wiuupeg _ ey
unyey wped veredes ojwnyg unyuy, uepede) jsesjuay : : : jalany, .

unjeies nmydusg usjednquy
ueSurgd ueuEyelay SsEUK] Yeised juduniag usurleiad efteury ueredeousg
[ez'0-1) 6 PqEL

B B O O B N N NN NN N NN N BN N N WMT”E



[ 0| o] o [0 0o G0 Too ¥ o0 o o
gnl | ool | ooor | oot o'el'teE | O'noo'ne | o'SLEE | O'L01vE g'oR1'tE | o'Dl0'oe | o'glo'te | O'LG1eE
0 0 W 0 (4] Ol i h] o i1} a0 oo h b
Ouat | o'opr | o'oar | ool 0'DsEvl | o'oos'etr | o'snl’et aear'e o'oLtvl | o'oomel | piebi'vr | olosetEr
] (8] 0 « (1) L84 ] ag o o0 4] L#14} I
ot | otpat | O'dal | ossh O'o0L'el | O'0ULLL | CobEel |00 o'oDL'eL | G'00LL | WoldE'el | O'0C#'00
Qo0 6
L
0 i ] o 0 i 0 o
Q0 | 00T | A0t Ea'Qo's | po'ooe'e | o GONOE'L | oD'OMEE | O0'tegSYy ur
— L. o005’y —
=i
(¥
] 18 L8 a (ny) (i a0 Q '
CVEG | TRTA | 49'1a | BIB L UGN g'onL'er R ta'ERLL 0'HE OOL 1 U'ond'sl oo'noa's
u
k19 189 LD LOE 000 ] 000 oos L
966 | IS'66 | D566 | MF'G6 = | ‘CET'6ET | "OBR9'EES | ‘6UA'8UN ‘ROS 6T ‘SC¥'OFE | 'OTF9SS | ‘FPR'1ILS | ‘260'TER
Lo | il [ 5} e {1l 4 nl i W L § [ [} r
| £ 3 I g v E < 1 == o I
= un
Eﬂﬂqﬂ%ﬁh-ﬂﬂui -y unyuy, wped wmmiHuy peuspeey oy wnyel vped oemEEuy

uejejeg ninySueg usjednqey

(¥Z°0-1) 'OT 12921

uedueg ueusyejay seuy] Yyeiseq jejdunisgd uruedejag urruepuad 1sesjjeey ue(q uveredluy




“ 0t e i v v S (VA 63 S SRS
0 o DO L EE
0008 | DO'0E - < | o'oal 'Ho6s' LE] '‘HOA'LC] u
u
L
00 0noo0 05 oo 00 0oo 000 [ile 4] uE
stor | 0BGk IL'06 | OL°L6 | §6'66 | WL'86 nuﬁu;n LLR'LOT | 'TLT'EVE | 'GOL1HTY D'DE6'9S | ‘ORL'TIE | ‘TEE'TIC | ‘OTO'GTE umy
NfEd
o RER [L14] .7 Lt [ulle] oG (ale Ty} (5 by
68'Er | BSEr PhGh | 0001 | B4'6h | 6B'6E LIFTLL B T v vl R =T ECL'WEE NES'nLY 'PEOETE | FERIeE | 'OvlleEn | uupR
e
0 o {3 0 [0 00 a i} ol i} i} |
196G | LR'EE @00l | onal | BEYob | 00Dl Go'ERTY | DOREOT | 0091 o0'0EY' S ao'edly | o'ooetar | O'D0RTET | GO'OED"G L
2 L
i
B
0 Q1 Wi (hi ] el a0 20 4.4 o0} 4] Lz
MWIE [ RIS 0ROL | ST Le | 6E'GD | DiOOT o'ooe'te | vord'en | 0'0SE'00 | O'DDD'ER glopa'le | o'oes'ls | 00808 | 0'DO0EE | umud
i
1] o 0 vl
o0'on | ao'os oo LY OAWT OOLY'E e
LIL
T
L

o 0 0 8 0 o (i (3] 0

TH9E || TG RAAE | oal | otool | 0%t oy 00'000% | n'agdis | | 0'eshE LW S ol'ooo’e | oD'0GTE | DFSER'T u
L
L1
i [+] 0 { 0 00 (h24] i) ] o0 (i} (4.1 L

OO eE | OO oL | 0ol | 00T | 0ToaT AC0STT | oonsol BO0E"E ORI QO'DET'E | DL 0T O'00E a1 o'gga'o
. [

- W B2 L E BB




G OE

" ot v s e i e |
o a o (1] o0 (171 00 o0 00 oo 00 00 i
&0 S8'0 o'o01 | 0'00T | 0'001 | O'001 0'ooe'ty | 0'000'ZE | D'BELL'ZE | O'SEE'IT 0'008'Ly | 0'0DOZT | D'ELL'EE | O'BEG'LE u
o i) 0 4] o 0 [
B0 L17E = | EE'EB | EA'SA | O % oroets | o'oage'y | O0'R0s'E oo'onn'e | G0'00R'e | 00'00S's L
ok
o o o o o o (4]
£6'9 | Al'T - | EE2'el | 28's6 | 0'001 - 00'00%'L | 00'000'¢ | DO'DOS'Y & oo'ong's | 0O'DDR'E | DO'ODS'E Ll
Jep

i} i) i 0 (1] N a i 3 (i ] 0 o

E¥EE | EPBE OO0l | 0o0T | oat |- orckal OO0 006 oOaaE's | ORnes's a0' o1 an'non's | oo'oe’e | O0'060'R | wiwd
5 e
i
ol o0 et 1] ons 0o 0on K ainln]

&5 | gv'se 90 | SP'06 | 9500 | ET06 s'are'sy | A6 ool ‘BRE'RIT "I+E'eEl {'ie1e oeGon 1 ‘tFFell | Teser W[
{41
4] ] () ] (s 8} o o0
o | oo « | Oro0t | 000t o'ooa'es | co'oon's o'o0o'sE | OR'000'S w
L
i o 5 5o = ||

O0'OE | O ot Q905 FE 0'90Z'vE:

] ] ) daj
oo'nE | ooThE e ]| = ooest 'y oo'eEL Y _ Wt
T— |

a o ao 0] (W [#1] oo (b} ] 000 I
= | BEEs | 0001 | OTDOT O'oEL'an | O'RAE'EL | TORE'GEN _ vlogs'os | d'oss'es | ‘GOE'GEL




oo'os | o0'eE oo G L (5. oA L1l wliay
B ¥ FL ]
il
] ] a |
obge | odoE groal on'18E'n WM
L4
1] 0 0 hl3
oo | opae o1 miEeg'o 05" 5ug'o
P uw
I3
¥4
) 1] i . 00 0 i) il
SO'EE | 6UEE ooat | poo pe'ssge | O'1ez'ul 0u'naa's | 0'leCor ulm
sy
in
0 0 o 0 0 a |
1est | 1ot 0oL | orodH O0'0ES'sS. | OGEET an'ore's | oo'eeg’l |
LIEF
114
0 0 0 |
B'OE. | B0"RE 4100 00'oEL's po'licL'o |
F . U
I SF
11
o 0 0 (W] ] Q
toee | poce oRor | o oa'eel'y | oo'eal’l o'eaR'h | 00'ERl't

EIE




o e e
0 0 1 ) o 10 oo (o) 00 0e 000 (Wl
ESTE | oUTE G001 | ofoap | oron | o) - | 0'oei'Es | 0'0DO'TS | OOR'TOT | 'DOg'eT1 - |o'pal'z | o'ODOTE | 'ObA'EOl | 'DOSTOET | umy
4 ]
ad/
0 000 000 004 69E'6 000 00 000 000’0 '
rE oL | BT'eZ 6986 | 0166 | L6'66 | 0001 . ”n_um.nhu 'S6T'SE6 | “LBSLTE | 99'900'1 - | ‘zo8'L89 | ‘00E'EFG | ‘LSBLEE | OL'000'T nun
1
0 0 o [§] n ] I}
o = I i o'oal | 00Ot oO'Oa'E | O0'980'L an'poh's | D0eR0's
m
-
L1kl E
(1] a o o o o
£9'1e | g9'1E 0'00T | OO0 00'000'E | DO'980°L o0'000't | 0O'9R0°L | - e
IRy
Q 0 0o (4] oo o L
La ] ooabl | oo - | g'oe'sE | D'oon'm o'pat'es | o'ooo'el
o
] [+ a (¢} [¥] 0
ooy | Lorgl ool | oool OO'oo0E | noton'e 0oOno'r | cotnoo's
= [F e
0 a 0
Doron | ORtoE oot o0 or - | o ond's it
E FiT])
ol
0 0 0 C
00'Ge | o0'on ool o'eng’) fesEg’|
[F&:




Huw
W] 0 0 0 ik {8 [] 00 00 () 3 k) 0o f
HEFEE | HEHC = | o'00L | oot [ oont | ooet « | oEsial o'onn'os | olood'ts | o'ser’lL - | o'pEs'al ooon'os | o'ooRtte | Olasritl
UESim
- QR0 000

oooE | oot oh b - ‘e a1 . (] | DO 0T AT
£ | (I B unium

i 0 0 0 (i Q0 Q0 Erihy Q0 K0 DI O
RGOS | B6TOE ooRt | ol | oogt | ool - | ‘onslane. | ‘oogrof) | oostteEl | ‘elR'eri ‘ope'ieg | 'Ghn'oal | 'COR'EET | OER'TR] : L
Lzam
i i i1 0 0 (V] e
of°Cr | RGN O'0nL | 0Nl . gioce'sy | 0'000'0L & TS Ot 00000 wpurl
Uy
1
| u 0 (N (V1) 00 00 e
el | et 00pT | 00RT . oobe'tR | Desh'al il Il o'onR'ce || O'ssR'nd ¥I™
. | LHit
m o

0 0 o i} I O} 000 Qo [ nlal oo AR
6174 | ploat o'gal | 9% | 0001 | 000l - | a'ong'ly | ORCWEED | CLUGTERI ‘el g'onc'ir | ‘ooe'esl | e8RSl 'DEE AT uy
| LEg
m
f 4] oD Lo 1] 00 4] 00 {3 0 TEALETH
Lar | RS C B9 4] ¢8| LGS | EA'6E oginnga | 0'00e LG U'ogr'en GOTG S 08 ooL’9 annoes O 0ra e O0g6ar e
! E;

0 ) i i) 0 0o
SR'RE | BE'HE o001 | AR0T - - POsES AT 30 1iz - ooess'a 'nos'ATT |
- o




. | o e o o oy o e s
_,
G0 e iy
00°0Z | 00°0E 66 0'801 0% - - O'BEN0S * 1
= = e
-

i
0 ] i 0o 00 [l (0 H L
£USE | BTN [oree | 000t | Ol < | 0'0lr'11 | O'000'Ss | Q'0DOOL | - g'gto’or | c'opo'ss | oooptnl | - Eh
(£
(SR 4
o 0 4] o) 00 ) U]

eEEl | eeel o'oot | ool po0otor | 0TOD0'E1 o'obiar || o'oooat
i
¥
HE
0 oo o i
BoaE | obon oot O'nnoel 0'B00'sT Wiy |
: - Lt
0 o (4] i (L (¥ (¥'N} o0 uwiE
04t | 90 oL | eoar | of'eb O0'gor's | O'CDO'ET | PIRlTE oo'ear's | 0'0D0'CE | O'LEEEL |
M
) 0 )ik i8] ) OO (410 0K i) 00D AR
By | EiCTR feEan | eLsh | ool | Dot SHE1'el | OgastE | O000'0D6 | TGah'eT SEEE'E | o'DODSE | 000006 | '000ST1 o
- . __u.n_.v_
] 0 (b 0 i o ol (44 o W'\ o0 Qoo u
E9EY | EEEE OQaT | 0T | 00T | 000t O'TRR'SE | O'OND'SD | OOREER | | NOErRT o'ted'er | olonbes | d'ost'es | '0os'til !
- L]




i6 FIT'S IRS'T 5L6'9 aLl's 000's 000’0 000'0 0os's
gz | 98l | - TORG | 66'B6 | TH'G5 | BRGE | - FLOIT'T | SE'ZeL'T | é9'1es'T | 18'ogR't | - LT'OZT'T | OD'DSL'T | DO'SER'T | S@'¥ER'T 1
|

|
(8] (] A 000 13 f
oo | onel i . 'HIL @it "BIE S Jusgig
EERNL
0 000 000 w
on'0s | 00°0T - - - | o'oor & i [ - ‘BrE'SML | - « - - ‘RIEeeL | - umy
=
0 0 - 0 s

Bl W T i a0 . ¥ apns . Ol Doo'E ’
= Lt
L&
e
Bi..._.-i
g
TTHE

0 0 o

o0'or | 00'0T - = | D'onl . . _ oo‘ooo'e | - . “ [/ 00'000's _ - g




N AN I N 2 A B B .

2.4.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
Tantangan vang dihadapi dalam rangka pengembangan Ketahanan Pangan

di Kabupaten Bengkulu Selatan adalah :

a.
b.

Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan wilavah surplus pangan.
Belum tlerlaksananva dengan baik diversifikasi produksi dan konsumsi
pangarn.

. Belum meratanya pengendalian harga gabah pada tingkat petani disaat

panen rave.

Terdapatnva KK miskin pada desa tertentu vang harus mendapat
penanganan daerah rawan pangarn.

Adanva kecenderungan masyarakat makanan cepat saji dari bahan
impor.

Perilaku masyvarakat vang masih cenderung sulit merubah pola makan
(pangan alternatif vang berasal sumber panéan lokal).

Kurangnva pelatihan terhadap Penyuluh/Pendamping dalam
menjalankan setiap program untuk pembinaan masvarakat.

Pola konsumsi masvarakat masih tergantung pada salah satu komoditi
vaitu beras/padi dan terjadi pergeseran pola konsumsi kearah konsumsi
berbahan baku terigu/gandum.

Sedangkan peluang vang ada dalam rangka pengembangan ketahanan

pangan di Kabupaten Bengkulu Selatan adalah :

h.

Besarnya jumlah penduduk Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan
pasar produk pangan sekaligus penggerak ckonomi daerah.

Tingkat pendidikan masyvarakat dan pengetahuan tentang pangan yang
semakin tinggi memberikan peluang bagi percepatan proses peningkatan
kesadaran gizi masyarakat.

Luas wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan yvang besar dan merupakan
Kaebupaten lumbung pangan serta menvediakan peluang usaha distribusi
pangan vang cukup besar.

Perkembangan teknologi informatika, perhubungan, dan transportasi
vang sangat pesat hingga ke pelosok daerah menjadi penunjang penting
bagi keberhasilan pemibangunan ketahanan pangan.

Ketersediaan sumber dava lahan dan air sebagai {aktor utama produksi
untuk menghasilkan pangan, belum dikelola secara optimal,
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Keragaman sumberdava alam dan keanekaragaman havati baik flora dan
fauna belum dimanfaatkan secara optimal sebagal sumber pangan untuk
mendukung peningkatan konsumsi masyarakat sekaligus
mempertahankan kelestariannya.

Semakin  berkembangnya mnset dan teknologi pangan vang telah
menghasilkan berbagai varietas tanaman pangan yang tahan terhadap
kondisi tidak opumal namun tetap berproduksi tinggi. Demikian pula
untuk hortikultura dan peternakan.

Kebijakan, program dan kegiatan prioritas, mendukung pemantapan
ketahanan pangan berbasis sumber daya lokal

Kelembagaan ketahanan pangan masyvarakat vang makin konsisten
berpartisipasi dalam mengelola proses produksi, pengolahan, pemasaran
dan konsumsi pangan beragam, bergizi secimbang, dan aman.




I 1 T T 0 N I 0 O R N O E R . O e e —

BADR 1

PERMASAILAH DAN ISU-
ISUSTRATECIS

DINAS KETAHANAN
PANCAN

3.1. Identifikasi Permasalahen Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan

Dinas Ketahanan Pangan *Kﬂhummn Bengkulu  Selatan
berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 18
Tahun 2023 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi
pemerintahan dibidang Ketahanan Pangan vang menjadi kKewenangan
dacrah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah,
Keberadaan Dinas Ketahanan Pangan sebagai leading sector
pembangunan pangan di daerah, memiliki tugas dan fungsi pelayanan
ketersediaan  pangan vang terarah, akurat, dan terpadu sehingga
menjamin kesinambungan pembangunan pangan di daerah. Selain itu
Dinas Ketahanan Pangan berkewajiban menjadi motor bagi terciptanya
koordinasi, integrasi dan sinkvonisasi pelaksanaan pembangunan
ketahanan Pangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Dalam rangka pencapaian tujuan  sistem  perencanaan
pembangunan sebagaimana disvaratkan dalam Undang-Undang Nemor 25
tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka
perencanasn pembangunan harus :

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;

2. Menjamin terciptanva integrasi, sinkronisasi, dan sinergisitas baik
antar daerah, antar ruang, antar fungsi, antar waktu, maupun antara
pusat dan daerah.

3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;




4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
3. Menjamin tercapainya penggunaan sumber dayva secara efisien,
efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Sebagai upaya menciptakan keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, maka
peningkatan kualitas Dinas Ketahanan Pangan sebagai lembaga
perencana daerah harus terus dipacu dan ditingkatkan. Selain itu perlu
dilaktikan identifikasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelavanan
berdasarkan tugas dan fungsi, agar layanan yang dijalankan senantiasa
mampu menvelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna
layanan.

Ketahanan pangan merupakan suatu sistem vang mencakup
empdt subsistem vaitu ketersediaan, ke'tf.rj&ngk&uan. konsumsi, dan
keamanan pangan. Permasalahan yang biasanya menjadi isu di bidang
pangan antara lain:

(1) Skor Pola Pangan Harapan masih rendah, dan

(2) Rata-rata konsumsi ikan masvarakat masih relative rendah

jika dibandingkan dengan standar World Health Organization
(WHO) vaitu 36 kg/kapita/tabun.

Dalam upava pembangunan ketahanan pangan terdapat
permasalahan vang dihadapi antara lain :

a. Ketersedinan pangan vang belum merata dan masih ada

beberapa daerah yvang mengalami kerawanan pangan;

b. HKonsumsi pangan masyvarakat masih belum beragam, bergizi,

seimbang, dan aman [(B2SA);

¢. Penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat masih

tergolong rendah;

d. Rendahnya kesadaran masyvarakat terhadap pola konsumsi

pangan yang berpengaruh terhadap gizi;

e. Belum optimalnya diversifikasi pangan lokal non-beras.




Tabel 11

Permasalahan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan

No. Masalah Pokok Masalah | Akar Masalah
1. | Lumbung Lumbung Pangan belum | Lumbung Pangan hanva
Pangan berfungsi secara optimal | digunakan untuk tempat
penyimpanan
2. | Pemanfaatan Pemanfaatan Rendahnyva pengetahuan dan
pekarangan | pekarangan belum kemauan masyarakat akan
optimal pentingnva pemaniaatan lahan
pekarangan

3. | Pola konsumsi Pola konsumsi pangan Ketidaktahuan masvarakat akan :

pangan belum beragam pentingnyva mengkonsumsi

' pangan vang Beragam, Bergizi,
Seimbang dan Aman

3.2, Telashan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih

Penelaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil
kepala daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan
dilaksanakan selama lima tahun ke depan, sesuai dengan periode
kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan,
yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021 -
2026. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-
faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Ketahanan Pangan
vang dapat mempengaruhi pencapaian wvisi dan misi pembangunan
Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021 — 2026. Sebagaimana teriuang
dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021 - 2026 visi
pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Bengkulu Selatan,
adalah -

"Terwujudnya Masyarakat Madani Menuju Bengkulu
Selatan EMAS Berlandaskan CINTA BS”
Masvarakat madani vang ingin diwujudkan merupakan sebuah kondisi
masyarakat vang berperadaban, dilandasi kokohnya kualitas kesehatan,




pendidikan, ekonomi dan agamis, yang mengacu kepada nilai-nilai dasar
persatuan dan integrasi sosial vang didasarkan pada prinsip masyarakat
yang demokratis, menjunjung tinggi etika dan moralitas, saling toleransi,
aspiratif, mampu berkoordinasi, mengakui emansipasi, dan menghormati
hak asasi.

Untuk mewujudkan talanan masyarakat madani tersebut, perlu
ditingkatkan dan dilanjutkan pembangunan fondasi yvang menopang pilar
tegaknya kescjahteraan masyarakat, melalui

Peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan vang berorientasi
kinerja,

Pembangunan jaringan ekonomi vang lebih luas vang berorientasi pada
peningkatan added value (nilai tambah),

Peningkatan infrastruktur berkualitas vang terintegrasi dan berkeadilan,

Guna merealisasikan visi mewujudkan masvarakat madani, Pemerintah

Kabupaten Bengkulu Selatan berkomitmen menyelenggarakan

pembangunan yvang mengedepankan prinsip partisipatif, aspiratif dan

merata, untuk mendorong terwujudnya Bengkulu Selatan Elok, Maju,

Aman dan Sejahtera.

Elok : merupakan kondisi Kabupaten Bengkulu Selatan
vang indah dan memiliki dava tarik, baik itu dalam aspek
keindahan vang alami seperti pemandangan alam maupun
aspek keindahan vang dibentuk dari budayva, pariwisata
berorientasi pada pengembangan kearifan lokal.

Maju 2 mengandung pengertian hahwa Kabupaten Bengkulu
Selatan akan terus maju kedepan, mengalami peningkatan
dan bertambah baik di semua aspek kehidupan sehingga
mencapai tingkat peradaban yang tingei dan berkembang,

Aman : atdlalah kondisi masyarakat vang bebas dari rasa
ketakutan dan kekhawatiran, bebas dar pangguan vang
mengancam keselamatan lahir dan batin serta terjaminnya
rasa keadilan dalam tata kehidupan bermasyarakat.

Sejahtera : merupakan suatu masvarakat vyang terpenuhi
kebutuhan lahiriah, batiniah, dunia dan kebutuhan




akheratnya. Memiliki derajat kesehatan dan pendidikan vang
tinggi serta terjamin kehidupan ekonominya.

Dalam upaya mewujudkan masyvarakat madani menuju Bengkulu Selatan
EMAS tersebut, akan dibangun dan dikembangkan lebih lanjut nilai-nilai
yvang dirasa mampu mendorong keberhasilan  penvelenggarasn
pembangunan di Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan menumbuhkan
empati, rasa saling menghargai, rasa saling memiliki dan rasa
bertanggung jawab schingga mampu mengembangkan semangat gotong
rovong ditengah masyarakat vang dikemas kedalam formula “CINTA BS™.
“CINTA BS" merupakan sebuah formulasi dari komitmen vang sakan
diwujudkan dalam mendorong keberhasilan pembangunan di Kabupaten
Bengkulu Selatan, vang dapat dijabarkan sebagai berikut:

c = Cerdas ;

| = Integritas

N = iNovatif

T = Tauladan

A = Agamis

BS = Berdaya Baing tinggi
CINTA BS tidak hanva menjadi sebuah bentuk rasa memiliki Bengkulu
Selatan, namun lebih jauh diharapkan dapat menjelma menjadi sebuah
kekuatan, bahwa masyarakat Bengkulu Selatan secara cerdas akan
mendukung pembangunan guna mewujudkan Bengkuln Selatan vang
lebih indah dengan tata kelola pemerintahan dan keuangan yang
akuntabel, mampu berkompetisi dengan tangguh berlandaskan nilai-nilai
agama dan adat, schingga menempatkan Bengkulu Selatan sebagai
daerah yvang berdaya saing, sejajar dengan daerah-dacrah maju lainnyva.

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka Misi vang ditetapkan Misi
lima tahun kedepan yang menjadi pedoman dalam Pembangunan
Kabupaten Bengkulu Selatan vaitu:
Misi 1 :  Mewujudkan sumber dava manusia vang berkualitas,
sejahtera dan berdava saing;
Misi 11 : Membangun kemandirian ekonomi vang herkualitas dan
herdaya saing;




Misi 111 ¢ Membangun kemandirian ekonomi vang berkualitas dan
berdaya saing;

Misi [V :  Mewujudkan tata kelola pemerintahan vang baik dan
bersih serta pelavanan publik vang berkualitas berbasis
teknologi informasi.

Dari ke-4 Misi Bupati tersebut, Dinas Ketahanan Pangan termasuk dalam
Misi 1 vaitu membangun kemandirian ekonomi vang berkualitas dan
berdava saing. Misi ini mengarah pada komitmen Pemerintah Daerah
untuk meningkatkan kualitas layanan infrastrukour yang mantap dan
berkeadilan bagi seluruh masvarakat Bengkulu Selatan, melalui
pemenuhan ketersediaan infrastruktur dasar vang berkualitas mulai dari
infrastruktur jalan dan jembatan, perumahan, kawasan permukiman,
dan infrastruktur strategis dan prioritas lainﬁya yvang terintegrasi dalam
sebuah jarring pembangunan kawasan maju dan produletil.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 18 Tahun 2023
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Bengkulu Selatan, Dinas Ketahanan Pangan mempunyai
tgas membantu Bupati melaksanakan fungsi pemerintahan dibidang
Ketahanan Pangan vang menjadi kewenangan daerah dan tugas
pembantuan vang ditugaskan kepada daerah,

Dinas Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas tersebut,
menyelenggarakan fungsi :

1. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penvusiunan Rencana
Strategis (Renstra) Dinas sesual dengan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah [RPJMD);

2, Perumusan kebijakan, penvelenggaraan, pemantauan dan
evaluasi, pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusin
(SDM) serta pengawasan pelayanan bidang Ketahanan Pangan
serta pengelolaan system informasi;

3. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang Ketahanan
Pangan masvaradkat, pencegahan dan pengendalian penvakit,
pelayanan ketahanan pangan, kefarmasian, alat ketahanan
pangan dan PKRT serta sumber daya ketahanan pangan;




4. Pelaksanaan administrasi dings;
Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kebijakan,
program dan kegiatan bidang ketahanan pangan;

th

6. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP);

7. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional dan unit pelaksana
teknis dibawah koordinasi dinas; dan

8. Pelaksanaan tugas kedinasan lain vang diberikan oleh atasan.

3.3. Telaahan Renstra Dinas HKetahanan Pangan Kabupaten Bengkulu
Belatan
Dalam upava melanjutkan pembangunan ketahanan pangan yang
berlandaskan pada kedaulatan pangan dan kemandiridn pangan, masih banvak
permasalahan yang dihadapi, baik dalam aspek: ketersedinan pangan,
kerawanan pangan, distribusi pangan, penvediaan cadangan pangan,
penganckaragaman konsumsi  pangan, penanganan  keamanan pangan,
kelembagaan ketahanan pangan, maupun manajemen ketahanan pangan.
Pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan bertujuan  untuk
mewujudkan pemantapan ketahanan pangan masyarakat sampai tingkat
perseorangan secara berkelanjuran, dengan cara :
» Memperkuat penyediaan pangan vang beragam berbasis sumber daya
lokal;
# Menurunkan jumlah penduduk rawan pangan;
» Memperkuat sistem distribusi dan stabilisasi harga pangan pokok;
» Meningkatkan konsumsi pangan vang beragam, bergizi seimbang dan
aman melalui penguatan pengeiahuan dan kesadaran masyarakat;
» Meningkatkan konsumsi pangan masvarakat untuk  memenuhi
kecukupan gizi vang bersumber dari pangan lokal;
» Meningkatkan Keamanan pangan Segar.

Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang pangan
dikatakan bahwa penvelenggaraan pangan dilaksanakan untuk memenuhi
keburuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata dan

berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan




ketahanan pangan. Searah dengan kebijakan pangan serta memperhatikan
kondisi ketahanan pangan masyarakat selama periode 5 (lima) tahun terakhir
tersebut, maka arah kebijakan Dinas Ketahanan Pangan adalah untuk
pemantapan ketahanan pangarn, yvang meliputi aspek ketersediaan pangan,
keterjangkauan pangan dan pemanfaatan pangan.

Kebijakan ketahanan pangan dalam aspek ketersediaan pangan,
difokuskan pada: (a) peningkatan ketersediaan pangan vang beranckaragam
berbasis potensi sumberdayva lokal; dan (b) memantapkan penanganan
kerawanan pangan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan kelaparan.
Dalam aspek keterjangkauan pangan, difokuskan pada: (a) stabilisasi pasokan
dan harga pangan; serta (b) pengelolaan cadangan pangan. Sedangkan pada
aspek pemanfaatan pangan, difokuskan pada: (a) percepatan penganekaragaman
konsumsi pangan bebasis sumber daya dan kearifan lokal; dan ditunjang
dengan (b) pengawasan mutu dan keamanan pﬂnga;n SCgAT.

Tujuan Dinas Ketahanan Pangan adalah Meningkatnya Diversifikasi dan
Ketahanan Pangan Masvarakat Sedangkan sasaran strategis Dinas Ketahanan
Pangan adalah : Meningkatnva ketersediaan dan pola konsumsi pangan
masyarakat.

Implementasi dari upaya meningkatnya ketersediaan pangan, kuslitas
konsumsi pangan, dan terwujudnva stabilisasi harga pangan pokok adalah :

» Meningkatkan penanganan dacrah rawan pangan

~ Meningkatkan stock pangan masvarakat

7 Mengembangkan produksi pangan alternatif berbasis sumberdava lokal
» Pengawasan mutu dan keamanan pangan segar

» Meningkatkan kelancaran distribusi pangan

~ Pemantauan harga pangan pokok

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis

Ruang lingkup ketahanan pangan masuk pada wilayah rencana

struktur ruang kawasan strategis agropolitan vang dapat dijadikan salah

saty  upava pengembangan ketahanan pangan melalui  kegiatan

pemberdayaan masyarakat dalam mengelola kawasan sebagai sentra

pengembangan produk pangan olahan berbasis sumberdaya lokal sehingga




3.5.

dapat memberikan dampak kepada masyarakat melalui peningkatan nilai
tambah serta memberikan peningkatan pendapatan masyarakat,
sedangkan untuk pola ruang wilayah pada kawasan terpadu vang dikelola
sehagai pengembangan wilayah senttra produksi pertanian terpadu dalam
rangka pengembangan ketahanan pangan masyvarakat.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah Kajian vang harus
dilakukan Pemerintah Daerah sebelum memberikan izin pengelolaan lahan.
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS] tertuang dalam UU No. 32
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Sirategis [KLHS) ditujukan urntuk
memastikan peénerapan  prinsip pembangunan suatu wilavah, serta
penyusunan kebijakan dan program pemerintah, Didalam melaksanakan
tugas pokok dan fungsinya Dinas Ketahanan Pangan memiliki faktor-faktor
vang dapat mendukung dan juga dapat ﬁlenjadj hambatan. Namun
demikian dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat mencari alternatif-
alternatif vang terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada,

Rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan kajian lingkungan hidup
strategis, sangat eral kaitannva dalam upaya membangun ketahanan
pangan masyarakat, hubungannva dengan  peningkatan ketahanan
pangan adalah dalam upaya mengantisipasi terjadinya: (1) konversi lahan
pertanian ke non pertanian; (2) menurunnya tingkat kesuburan tanah
lahan pertanian; (3] ketersediaan air semakin terbatas akibat kerusakan
hutan, persaingan dengan industri dan pemukiman; (4) masih banyak
lahan vang belum digunakan secara optimal.

Penentuan Isu-Isu Strategis

Ketahanan pangan merupakan isu pokok dalam pemenuhan
kesejahteraan masyarakat karena akan menentukan kestabilan ekonomi,
sosial, dan politik dalam suatu negara. Pemenuhan kebutuhan pangan
menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia yang merupakan Negara
kepulauan. Luas wilavah Indonesia secara geografis menjadi penyebab
adanva perbedaan kondisi tanah dan kecocokan terhadap jenis-jenis
tanaman termasuk tanaman pangan. Perbedaan budava bercocok tanam
dan makanan pokok antar daerah juga memengaruhi pilihan masyarakat
dalam memilih komoditas pertani.




Konsumsi Pangan. Kelompok padi-padian sangat penting untuk
diperhatikan karena tingginva Konsumsi masyarakat terhadap bahan
makanan tersebut. Dalam konteks ketahanan pangan, makin besar
konsumsi masvarakat twrhadap suatu baban makanan, kerentanan
masyarakat pada tingkat ketersediagn bahan makanan dimaksud menjadi
sangat tinggi. Makin tingginya tingkat konsumsi masvarakat menjadi
indikasi makin tingginva ketergantungan terhadap bahan makanan
tersebut. Konsumsi pangan belum beranckaragaman, adapun [aktor
penyebab belum berkembangannya adalah : (1) belum berkembangnya
teknologi tepat guna dan terjangkau mengenai pengolahan pangan berbasis
tepung umbi-umbian lokal dan pengembangan aneka pangan lokal
lainnya, (2) belum berkembangnya bisnis pangan untuk peningkatan nilai
tambah ekonomi melalui penguatan kerjasama pemerintah-masvarakat-
dan swasta, (3) belum eptimalnya usaha perubahan perlaku diversifikasi
konsumsi pangan dan gizi sejak usia dini melalui jalur pendidikan formal
dan non formal, {4} rendahnva citra pangan lokal, {5) belum optimalnya
pengembangan program perbaikan gizi vang cost effective, diantaranya
melalui peningkatan dan penguatan program fortifikasi pangan dan
program suplementasi zat gizi mikro khususnya zat besi dan vitamin A,

Selain itu dari segi keamanan pangan juga membutuhkan perhatian,
sanat ini masih cukup banyak digunakan bahan tambahan pangan
(penvedap, pewsima pemanis, pengawet, pengental, pemucat dan anti
gumpal] vang beracun atau berbahava bagi keschatan. Masih kurangnva
pengetahuan dan kepedulian masyvarakat konsumen maupun produsen
(khususnya industry kecil dan menengah) terhadap keamanan pangan,
yvang ditandai merebaknya kasus keracunan pangan baik produk pangan
segar maupun olahan.

Ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan berfungsi menjamin
pasokan pangan untuk memenughi kebutuhan penduduk dari segi
kuantitas dan kualitas keragaman dan keamanannya. Ketersediaan pangan
dapat diamati pada berbagai tingkatan mencakup rumah tangga, regional
dan nasicnal. Namun demikian, penvediaan vyang sesuai dengan
kebutuhan gizi penduduk baik jumlah maupun mutunya merupakan




masalah terbesar sepanjang sejarah kehidupan., Situasi  ketersediaan
pangan wilayah antara lain tercermin dari jumlah ketersediaan pangan,
vang digambarkan dari  ketersediran  pangan  maupun mutu
keanekaragaman ketersediaan pangan.

Cadangan pangan. Adanya kondisi iklim vang tidak menentu
sthingga sering terjadi pergeseran penanaman, mMasa PEMANenan vang
tidak merata sepanjang tahun, serta sering timbulnva bencana vang tidak
terduga  (banjir, longsor, kekeringan, gempa) memerlukan system
pencadangan pangan vang baik. Saat ini belum optimalnya :(1) system
cadangan pangan daerah untuk mengantisipasi kondisi darurat bencana
alam minimal 3 (tiga) bulan , (2) cadangan pangan hidup (pekarangan,
lahan desa, lahan tdur, tanaman bawah tegakan perkebunan), (3)
kelembagaan lumbung pangan masyarakal den lembapga cadangan pangan
komunitas lainnyva, (4) sistem cadangan pangan melalui Lembaga Usaha
FEkonomi Pedesaan ataupun lembaga usaha lainnyva.

Komoditas pangan merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Untuk
itu, pemenuhannva harus disegerakan. Dalam kaitan ini, kelambatan
pemenuhan pangan akan menvebabkan harga pangan tinggi dan bergejolak
(volatilitas tinggi). Hal ini tentunya akan berimplikasi pada sulitnya
mengendalikan harga dan menurunnva kesejahterahaan masvarakat. Di
Indonesia, komoditas pangan menvumbang péran cukup besar pada inllasi.

Dari beberapa komoditas utama penvumbang inflasi 15 diantaranyva
merupiakan komoditas pangan. Dengan kata lain, ketidaksiabilan harga
komoditas pangan di Indonesia banyak dipengaruhi oleh permasalahan
supply. Ketidakstabilan harga pangan di Indonesia juga disebabkan oleh
sifat komoditas pangan vang musiman dan sangat terpengaruh oleh
kondisi alam seperti tanah, perubahan musim, dan juga letak geografis
daerah. Faktor-faktor ini akan memengaruhi ketersediaan stok tiap
bulannva. Pada musim panen supply meningkat, schingga harga relatif
rendah. Namun, pada saat musim paceklik atau di luar musim panen stok
menjadi terbatas,

Selain itu, permasalahan distribusi juga menjadi hambatan
tersendiri pada masalah transportasi barang antardaerah. Panjangnva
rantai pemasaran komoditas pangan juga menyebabkan ketidakefisienan
dalam pemasaran barang dan menyebabkan tingginya harga barang




BADB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan
Tujuan dan sasaran merupakan tahap perumusan sasaran
strategis yvang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan
pembangunan jangka menengah dadrah yang selanjutnva akan menjadi
dasar penilaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan selama 5 (lima) tahun.
Tujuan merupakan pernyvataan tentang hal-hal vang perlu dilakukan untuk
mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan
menangani isu strategis daerah yvang dihadapi. Sasaran adalah hasil yang
diharapkan dari suatu tujuan vang diformulasikan secara terukur, spesifik,
mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 |
(lima] tahun ke depan. Tojuan dan sasaran jangka menengah Dinas |
Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan dapat dijelaskan dalam
tabel berikut:
Tabel 12 (T-C.25)
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan
Tahun 2021-2026

[ ! ; i Turget Hinerjn Snsaran Puda Tuhuen Ke-

No | Twumn | Sasaran | Indikmtor sasanan oo 5022 | 2023 [ 2024 | 2025 | 3026 |
il 2 3 ] 5 | & | 7 ] E 10
i | Meningkatnya | Menlneghainys Nilal Skor PPH BE 8 | &7 B8 L 20
| | diversifileas; ksterandinan dan HKetersezligan |
| | dan poln konaumni S |

| E=tahanan [T A YT AT Niim Skor PPH L Bi5 | B35 84,5 855 86,5
‘ PR Keomsumai
muzvaraling
|
| 1 | | 1




BADB VY
STRATECI DAN ARAK
KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan disusun untuk mencapai tujuan dan
sasaran jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan vang selaras dengan
strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam
rancangan awal RPJMD. Strategi dan darah kebijakan merupakan rumussn
perencanaan komprehensii tentang bagaimana Dinas Ketahanan Pangan
mencapai tujuan dan sasaran vang efektif dan efisien.

Strategi dan arah kebijakan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten
Bengkulu Selatan dalam rangka mencapai vfsi, misi, tujuan dan sasaran
yvang telah ditetapkan antara lain:

Tabel 13 (T-C.26)

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Masyarakat MadaniMenuju Bengkulu Selatan Elok, Maju,
Ammmmmmmmmmw
'm:w-mummmwmwm

Tujuan Sasaran Strategl Arah Kebijakan
| Menmgkatave Meningkatnyva | Meninghkatkan 1. Memscu
diversifikasi dan eetersediaan ketersediasn pangan | ketersedissn pangarn.
ketahanan pangan | gan nola masvardakat 2. Pen#nganan datrah
masvarakat YT 1:3“'3:1 panglim. - |
pangan 3. Pengembangan
masvaralkat Sistem Kewaspadaan
' | Pangan dan Gizi,
Meningkatkan . Meningkatlsan
penganekaragaman kesadaran masvarakat
konsumsi pangan tentang pentingnya
dengan merubah diversifikasi pangan |

prflalm masvarakai dengan melakukan

| dalam mengansumsi | kampanye/ promosi
pangan yang pangan yang beragam,
beragam, bergizl, bergizi, seimbang, dan
seimbang, dan aman | aman,

4. Meningkatkan peran
kelembagaan lokal
dalam penyuluhan
PEnganckaragaman
pangan dan giz.




Mewujudkan 1. Peningkatan akses
stabilitas harga pangan masyarakat.
pangan pokok 2, Menguatkan

kelemibagaan lumbung
pangan masyarakat.
3. Pemantauan harga

parigan pokok

} W TR ™E ™ "W W MW T W W W W MW W W e s fwe e




BAB VI

RENCANA PROGCRAM DAN
KEGIATAN SERTA
PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Ketahanan Pangan,
melalui tujuan dan sasaran serta sirategi dan kebijakan vang telah ditetapkan,

maka perlu penjabaran operasional vang lebih rinei ke dalam program dan
kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang.

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan tersebut, maka

Dinas Ketahanan Pangan menetapkan rencana program dan kegiatan vang akan
dilaksanakan dalam tahun 2021-2026, vaitu sebagai berikut :

Tabel 14

Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026

Kode mfw Sub Kegiatan
20901 Program Penunjang Urusan Pemerintahun Duerah
. Eabupaten/Kota
2 0901|201 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
I Peranghkat Daerah
2 |09 | 01| 2.01 | 0001 | Penvusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
(2 IIli':‘i 101 [ 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyvusunan Laporan éﬂpﬂja_n Kinerja dan
I |l Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
| 2 |09 |01 |2.01 | 0007 | Evalussi Kinerja Perangkat Daerah
2 09 01202 Administrasi Kenangan Perangkat Daerah
2 109 |01 |202)| 0001 | Penvediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2 (09|01 | 202 | 0002 | Penyediaan Adminisirasi Pelaksanaan Tugas ASN
2 |09 01| 202 ) 0005 | Ksordinesi dan Penvusunan Laporan Kevuarigan Akhir Tahun
SKPD
2 09|01 205 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2 (09|01 | 205 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Hesertg Atribitl Kelengkapantiva
2 |09 | 01| 2.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan
. | Fungsi
i 2 |09|01|2.06 ] Administrasi Umum Peranglkat Daerah




01

2.00

0001 |

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

01
01

2.00

oooz2

Penvediaan Peralatan dan Perﬁgrknp&h Kantor

2.06

0003

Penvediaan Bahan Logistik Kantor

01

2.06

0005

Penvediasn Barang Cetalan dan Pengoandain

L=

01 |

2.06

0006

Penyedisan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan

09 |

| 2.06

0009

' Penvelengearaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

M| K

01

gadnan Barang Milikk Dacrah P ang UF
Pemerintah Dasrah

D9

o1

2.07

0002

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

0o

4]

2.07

0005

Pengatlaan Mebel

09

01

2.07

0006

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnva

J 09

01

2.08

oa

01

2.08

noo2

Penyedizan Jasa Komunikasi, Sumber Dava Air dan Listrik

01

2.08

0oo4

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

B O kR R | ha

01

2.09

s 1ihi : .'. =y jang U :
P rintahan Da ‘l i

b

g

01

2.09

0001

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendarsan Dinas
Jabatan

g

0]

2.09

006

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnva

o] I

01

2.09

oooe

Pemelibaraan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya

2

Program Pengelolaan Sumber Daya Ml‘lﬂhﬁk
mmmxmuﬂm

2,01

2.01

0006 |
. Kabupaten/Kota

Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah

Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan
Pangan Masyarakat

A
€

2.01

Penyedinan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan
mmmmm
Hurga Pangan

2 | 09

03

201

oopz2

Pedvediaan Pangan Berbasis Sumber Dava Lokal

09

03

2.01

0008

Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan
Konsumen di Kabupaten /Kota

k3

00

2.01

| D010

Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangari Kabupaten/
Kota

L]

03

201

| DD16

Penvusunan Nersea Bahan Malkanan (NBM)

L]

HEl

2.02

Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangun Pangan
Kabupaten/Kota

103

202

D002

09

03

2.02

0003

Penyusunan Rencand Kebutuhan Pangan Lokal

Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota




2.03

Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal
yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Provinsi

2.03

oool

Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum
Pangan Pokok Lokal

2.04

Pelaksansan Pencapalan Target Konsumsi Pangan
Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi

5%
[
2

2.04

0001

Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per
Kapita per Tahun

b
&
[Ta]

2.04

0002

Pemberdayaan Masvarakat dalam Penganekaragaman
konsumsi Pangan Berbasis Sumber Dava Lokal

LTI

2.01

Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan
Kecamatan

ha
==
2

2.01

0001

Penyusunan, Pemuktahiran dan Analisis Peta Ketahanan
dan Kerentanan Pangan

2,02

Kabupaten/Kota

SEEEE

2,02

0002

Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran
Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan vang Mencakup

| dalam 1 [satu)] Daerah Kabupaten/Kota

Program Pengawasan Heamanen Pangan

2.01

Pelaksanaan Pengewasan Heamanan Pangan Segar
Daerah Kahupaten/Hota

2,01

0007

Penyediaan Sarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan

| Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

Rencana program dan kegiatan vang telah ditetapkan tersebut,
selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnva, serta pendandan

indikatif untuk membiavai program dan kegiatan selama lima tahun yvang akan

datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran vang akan dicapai berdasarkan misi.

Penjabaran rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran,

dan pendanaan indikatif untuk Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu
Selatan selama tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel T-C.27 terlampir.




BAB Vil

KINERJA
PENYELENGCALRA
BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media vang digunakan untuk
mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapal tujuan dan
sasarannva. Biasanva, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal
mengenai apakah kegidtan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil
dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja
yvang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi vang
lebih baik dan lebih mengegambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnyva
apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolah data kinerja
vang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan
organisasi pada hasil pengukuran vang handal (reliable] mengenai hasil apa saja
vang telah diperoleh selama periode aktivitasnva.

Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanva digunakan pada saat
menvusun laporan pertangeung-jawaban. Indikator kinerja juga merupakan
komponen vang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Dengan adanya
indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur vang akan
digunakan untuk menentukan apakah rencana vang ditetapkan telah dapat
dicapail. Penetapan indikator kineria pada saat merencanakan kinerja akan lebih
meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penctapan
sasaran vang sulit untuk divkur dan dibuktikan secara objekuf
keberhasilannva.

Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Dinas Ketahanan
Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran
RPJMD, Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan
dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung
pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan
mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Dinas Ketahanan




Pangan vang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran

dalam rancangan awal REJMD. Adapun indikator dimaksud dapat dilihat pada
tabel di bawah ini :

Tabel 15 (T-C.28)

Indikator Kinerja Dinas Ketahanan Pangan yang mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD

No Tujuan/Sesaran ladileator Awnl TR | ] — . a02s | 2036 | wikai
2 Perencanaan
1 2 a 4 B & T = 9 1d
1 Tujuan ; Menmgkatrya | Indels Tr.5 Th5 785 9.5 B BLE B1,5
diversifikani dan Ketahanan
betahpnan panean Pangnn
| maayaralat
|
| Basaran : Wilni Skar PIH 865 Bf BT BB EE] &0 a0
Menmekatnya Ratersediann
ketersedinnn dan pola
konsumsl pangan Milni Skeor PPH BZS B15 | 835 | B4S 855 BS.5 855
musvEraicat Kanauimnm




BAB Vil
PENUTUDP

Rencana Strategis ini adalah dokumen perencanaan bidang/urusan
pangan untuk periode 5 (limaj tahun. Renstra ini disusun untuk peningkatan
kinerja penyelenggaraan bidang/urusan pangan dalam kerangka mewujudkan
visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan yang telah
dispesifikasi dan disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah
dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026.

Sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam renstra ini telah
diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kKegiatan pembangunan
vang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L untuk tercapainya sasaran
pembangunan nasional di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahnm wa
Renstra Dinas Ketahanan Pangan ini akan menjadi acuan resmi penilaian
kinerja Dinas Ketahanan Pangan. Karena itu, Renstra ini harus menjadi
pedoman dalam penyvusunan Rencana Kerja dan REKA serta digunakan sebagai
bahan penyvusunan Rancangan RKPD Kabupaten Bengkulu Selatan.

Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi dan kelompok
sasaran dalam Renja dan RKA Dinas Ketahanan Pangan merupakan solusi yang
paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan
pangan dan atau target kinerja sasaran Dinas Ketahanan Pangan.

Perigendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra
Dinas Ketahanan Pangan yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Dinas
Ketahanan Pangan harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan.
Laporan Kinerja (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan ini akan menjadi bukti (prove|
pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (improiing) pencapaian kinerja Dinas
Ketahanan Pangan dimasa vang akan datang.



Akhirmya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari
semua pihak adalah kunei sukses keberhasilan pencapaian target kinerja
Renstra Dinas Ketahanan Pangan ini.

Bagirws Negeri, Jiwa Raga Kamil

NIP. 197203051199402 1 001

1
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